PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk operasional
pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang kelautan
dan perikanan tahun anggaran 2022;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Operasional
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang

Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/ PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan
Perikanan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang
Kelautan dan Perikanan adalah dana yang dialokasikan
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu



(1)

(2)

mendanai kegiatan khusus fisik bidang kelautan dan
perikanan yang merupakan urusan provinsi atau
kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang
membidangi urusan pemerintahan daerah provinsi di
bidang kelautan dan perikanan.

Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah
kabupaten/kota yang membidangi urusan
pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang
perikanan.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.

Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi
atau bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota
untuk daerah kota.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Sekretariat Jenderal adalah sekretariat jenderal
Kementerian.

Unit Kerja Eselon I adalah unit kerja eselon I di

lingkungan Kementerian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman

untuk Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan

DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

Petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang

Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:

a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan
pemanfaatan, serta administrasi DAK Fisik Bidang
Kelautan dan Perikanan;

b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan
kelautan dan perikanan, yaitu:

1. membangun kedaulatan dalam pengelolaan

sumber daya kelautan dan perikanan;



(1)

(2)

2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan yang
bertanggung jawab, berdaya saing, dan
berkelanjutan; dan

3. meningkatkan pemberdayaan dan
kemandirian ekonomi dalam = menjaga
keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian
dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota
dalam penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan
dan Perikanan;

d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan
Perikanan, serta menyinergikan kegiatan yang
dibiayai DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
dengan kegiatan prioritas Kementerian;

e. meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana
bidang kelautan dan perikanan dalam rangka
meningkatkan pembangunan ekonomi
masyarakat; dan

f.  meningkatkan koordinasi antara Kementerian,
instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan
monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik

Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II
KRITERIA TEKNIS

Pasal 3
Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang
kelautan dan perikanan.
Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

provinsi:



sentra produksi kelautan dan perikanan;
lokasi major project;
masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan
Perikanan Nasional (RIPPN) dan telah
melaksanakan proses penyerahan personil
sarana dan prasarana serta dokumen (P3D);

4. status/penetapan kawasan konservasi
perairan dan pulau-pulau kecil,

5. tingkat kerawanan illegal  unreported
unregulated (IUU) fishing;
provinsi berciri kepulauan; dan/atau
memiliki  peraturan daerah  mengenai
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K).

b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

kabupaten/kota:

1. sentra produksi perikanan tangkap dan
budidaya, serta produksi olahan perikanan;

2. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan
(nelayan, pembudi daya ikan, kelompok
pengolah perikanan, dan pemasar hasil
perikanan); dan/atau

3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
(SKPT).

(3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik
Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah

daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4
Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

diprioritaskan untuk:



peningkatan sarana dan  prasarana  produksi
perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan;
pengelolaan kawasan konservasi;

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 5

Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri

atas:
a.
b.

(1)

(2)

(1)

DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
DAK Fisik Bidang Kelautan dan  Perikanan
kabupaten/kota.

Pasal 6
Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
mencakup menu:
a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana
pelabuhan perikanan UPTD Provinsi;
b. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD
Provinsi;
c. pengadaan sarana dan prasarana garam rakyat;
dan
d. pengadaan sarana dan prasarana pengawasan
dan kawasan konservasi.
Ketentuan mengenai menu dan rincian kegiatan DAK
Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b mencakup menu:
a. pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD

kabupaten/kota;



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

b. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan
usaha pembudi daya ikan kecil;

c. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan
usaha nelayan kecil; dan

d. rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan
hasil perikanan.

Ketentuan mengenai rincian kegiatan DAK Fisik Bidang

Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB IV
RENCANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Usulan dan Penetapan Rencana Kegiatan

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis
dengan menyusun usulan rencana kegiatan.
Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus ditandatangani oleh Kepala Daerah.
Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat:
a. menu kegiatan;
b. rincian kegiatan;
c. lokasi kegiatan;
d. rincian pendanaan kegiatan (volume, harga

satuan, kebutuhan pendanaan); dan
e. metode pelaksanaan kegiatan.
Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi
Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran (Krisna) DAK.
Usulan rencana kegiatan dilakukan penilaian awal oleh
Sekretariat Jenderal dan direktorat jenderal kelautan

dan perikanan kementerian atau badan yang



(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Usulan rencana kegiatan yang telah mendapatkan
penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan
Sekretariat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I terkait
untuk mendapatkan persetujuan.

Usulan rencana kegiatan yang telah disetujui
selanjutnya ditetapkan menjadi dokumen rencana
kegiatan dengan ditandatangani oleh pejabat di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk dan
kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten /Kota pada
aplikasi Krisna DAK.

Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan dalam rangka kesesuaian

output dengan prioritas nasional.

Bagian Kedua

Perubahan Rencana Kegiatan

Pasal 9
Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan
atas rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling
lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran
berjalan yang sifatnya hanya untuk optimalisasi hasil
kontrak kegiatan yang terealisasi.
Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku untuk sisa anggaran dari kontrak pada
tahun berjalan dengan penambahan volume kegiatan.
Perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang
Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota
harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah
ditetapkan.
Kepala Daerah wajib menyampaikan usulan perubahan
rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan

Perikanan kepada Kementerian.



(5) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal
dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait

sesuai dengan menu kegiatan.

Pasal 10
Persyaratan dan mekanisme perubahan rencana kegiatan
DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan
untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik
sesuai dengan rencana kegiatan.

(2) Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal
9, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat
melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung
jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK
Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

(4) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dapat
digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang, paling
banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi per daerah.

(5) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) meliputi:

a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;

b. biaya tender;

c. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur sipil
negara (ASN) kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan
dan Perikanan yang dilakukan secara swakelola;

d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
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penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintah
daerah; dan/atau

perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam
rangka perencanaan, pengendalian, dan

pengawasan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Fisik

Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas

Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota secara berkala setiap

triwulan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 13

Pemantauan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan

dan Perikanan dilakukan terhadap:

a.

b.

aspek teknis; dan

aspek keuangan.

Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a.

kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik
Bidang Kelautan dan Perikanan dengan dokumen
rencana kegiatan yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau
Pasal 9;

kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik
Bidang Kelautan dan Perikanan dengan dokumen
kontrak dan spesifikasi teknis;

kesesuaian pemanfaatan DAK Fisik Bidang
Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis

pelaksanaan; dan



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

-11 -

d. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran
pelaksanaan dengan perencanaan.

Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. realisasi penyerapan; dan

b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan

penyerapan dana dan capaian keluaran.

Pasal 14

Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Fisik

Bidang Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencapaian sasaran DAK Fisik Bidang Kelautan
dan Perikanan berdasarkan masukan, proses,
keluaran, dan hasil,

b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK Fisik
Bidang Kelautan dan Perikanan; dan

c. dampak dari pelaksanaan DAK Fisik Bidang

Kelautan dan Perikanan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15
Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan
DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri
atas:
a. pelaksanaan teknis kegiatan;
b. realisasi penyerapan dana;
c. indikator kinerja;
d. capaian hasil jangka pendek (immediate outcome);
dan
e. outcome kegiatan.
Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan
DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan disusun

secara triwulan, sesuai dengan format sebagaimana



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- 12 -

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang wurusan dalam negeri, dan Menteri serta
ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang
menangani DAK lingkup Kementerian dalam jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
triwulan berkenaan berakhir.

Ketentuan mengenai Indikator kinerja penggunaan
DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai outcome kegiatan DAK Fisik
Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Indikator kinerja dan outcome kegiatan disampaikan
oleh Kepala Daerah kepada Menteri serta ditembuskan
kepada Direktur Jenderal yang menangani DAK lingkup
Kementerian dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari setelah triwulan IV berakhir.

Laporan capaian hasil jangka pendek (immediate
outcome) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat bulan
Maret tahun berikutnya setelah pelaksanaan melalui
sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang
terintegrasi.

Laporan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan
Perikanan dijadikan salah satu pertimbangan dalam
usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kelautan dan
Perikanan oleh Kementerian pada tahun anggaran

berikutnya.



Diundangkan di
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Jakarta

pada tanggal 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

ala Biro Hukum,
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menu dan Rincian Kegiatan

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi

Tahun Anggaran 2022

A. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi

1.

Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis
perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan
bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan diarahkan
untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan
perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan
fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi pemerintahan:
1) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2) pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada
kegiatan penangkapan ikan;
3) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
4) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, yang
meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan

kegiatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)
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pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional
kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber
daya ikan;

pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan
perikanan yang meliputi kebersihan, keamanan,
ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan
dan hasil pelayanan sandar dan labuh untuk kapal
perikanan dan kapal pengawas perikanan;

pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata
bahari;

fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian sumber daya ikan;

fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan
pengembangan masyarakat nelayan;

fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan
perikanan;

fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;

fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanan;
dan/atau

fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Fungsi pengusahaan:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

pelayanan bongkar muat ikan;

pelayanan pengolahan hasil perikanan;

pemasaran dan distribusi ikan;

penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan
perikanan;

pelayanan docking dan galangan kapal perikanan;
pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan
dan kapal perikanan;

penyelenggaraan wisata bahari;

fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan,

setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri atas

fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang sebagai

berikut:

a. Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:

1)
2)

3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

tanah;

dermaga termasuk cause way/trestle, jetty, wharf,
quaywall, atau dolphin;

kolam pelabuhan;

sarana bantu navigasi pelayaran;

pemecah gelombang (breakwater);

turap penahan tanah (revetment);

groin;

drainase; dan

jalan.

b. Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:

1)

9)

10)
11)

tempat pemasaran ikan;

menara pengawas aktivitas pelabuhan perikanan;
fasilitas komunikasi antara lain telepon, internet, radio
komunikasi, dan fasilitas informasi lainnya;

fasilitas pemadam kebakaran;

fasilitas air bersih, bahan bakar minyak, es, dan listrik;
tempat pemeliharaan kapal antara lain dock/ slipway dan
bengkel;

tempat pemeliharaan alat penangkapan ikan;

tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan
antara lain cold storage, integrated cold storage, transit
sheed, dan laboratorium pembinaan mutu;

perkantoran antara lain kantor administrasi pelabuhan,
pos pelayanan terpadu, dan perbankan;

transportasi antara lain alat pengangkutan ikan; dan
kebersihan dan pengolahan limbah antara lain instalasi
pengolahan air limbah dan tempat pembuangan

sementara.

c. Fasilitas penunjang, dapat terdiri atas:

1)
2)

balai pertemuan nelayan,;

mes operator;
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3) wisma nelayan;

4) fasilitas sosial dan umum antara lain tempat peribadatan
dan Mandi Cuci Kakus (MCK);

5) tempat istirahat/shelter nelayan;

6) pertokoan/kios nelayan;

7) fasilitas pengamanan kawasan antara lain pos jaga,
pagar, dan closed circuit television; dan

8) pasar ikan.

Pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas.

Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis

dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan. Keempat

kelas tersebut adalah sebagai berikut:

a
b.

o o

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
Pangkalan Pendaratan lkan (PPI).

Pilihan Menu Kegiatan

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana

pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi) terdiri atas pilihan menu

kegiatan yaitu:

a.

o

a0

5@ oo

—.

penahan gelombang (breakwater);

turap penahan tanah (revetment);

dermaga;

kolam pelabuhan;

drainase;

jalan kompleks;

tempat pemasaran ikan;

fasilitas air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah
pompa, instalasi air tawar bersih, menara, dan tangki);

pos pelayanan kesyahbandaran perikanan;

jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan/atau

sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan

pelayaran (berupa alat navigasi pelayaran dan komunikasi).
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Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan

prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai

berikut:

a.

tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan
Perikanan Nasional;

merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (dibuktikan dengan
surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 1 dan
bukti kepemilikan aset);

terdapat kelembagaan/sumber daya manusia sebagai
pengelola pelabuhan perikanan (dibuktikan dengan struktur
organisasi kelembagaan/surat keputusan penunjukan
pengelola);

diutamakan pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan
kelasnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
dan

telah terdapat aktivitas perikanan tangkap yang dibuktikan
dengan data operasional seperti: data produksi ikan, frekuensi
kunjungan kapal, perbekalan kapal, dan pelayanan

kesyahbandaran.

Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan

perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

a.

dilengkapi dengan justifikasi pemilihan jenis fasilitas yang
akan dibangun/rehabilitasi (format sebagaimana tercantum
dalam Form 2);

diutamakan telah memiliki dokumen perencanaan, minimal
berupa nota desain/perhitungan struktur, gambar desain, dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan

sanggup mengoperasionalkan dan memelihara sarana dan
prasarana pelabuhan perikanan yang dibangun/direhabilitasi

(format kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Form 3).
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5. Persyaratan Teknis

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD

Provinsi di atas diarahkan untuk:

a.

memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:

1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan
kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan zona
ekonomi eksklusif Indonesia;

2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat dan labuh kapal
perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) Gross Tonnage
(GT);

3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek
13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling
dangkal minus 1 (satu) meter;

4) mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 15
(lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit
75 (tujuh puluh lima) GT; dan

5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1
(satu) hektare.

memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas

bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata

0,5 (nol koma lima) ton per hari.

fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun/

direhabilitasi terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang

minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain
meliputi:

1) fasilitas pokok terdiri atas: penahan gelombang
(breakwater), turap penahan tanah (revetment), dermaga,
kolam pelabuhan, jalan kompleks, dan/atau drainase;
dan

2) fasilitas fungsional terdiri atas: tempat pemasaran ikan,
fasilitas air bersih, pos pelayanan kesyahbandaran
perikanan, jaringan dan instalasi listrik, IPAL, dan/atau
sarana operasional kesyahbandaran dan keselamatan

pelayaran.
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Form 1. Surat Pernyataan Aset Pelabuhan Perikanan Milik Pemerintah

Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa aset Pelabuhan Perikanan ... (sebutkan lokasi
pelabuhan perikanan) adalah milik Pemerintah Provinsi ... (sebutkan

nama provinsi) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ceey eee

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi

Meterai

NIP. ...

Tembusan:

Gubernur ...
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Form 2. Justifikasi Pemilihan Jenis Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang

Akan Dibangun/Rehabilitasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

I. IDENTITAS PELABUHAN
1. NAMA PELABUHAN
2. NOMOR PELABUHAN
(SESUAI KEPMEN-KP 109 TAHUN 2021 TENTANG RIPPN)
3. ALAMAT
4. TITIK KOORDINAT
5. KONTAK PERSON (KEPALA PELABUHAN)
II. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
III. SOLUSI DARI PERMASALAHAN
IV. FASILITAS YANG DIUSULKAN

FASILITAS
NAMA VOLUME KONDISI FOTO

NO

V. KETERSEDIAN DOKUMEN PERENCANAAN
1. Dokumen (Ada/Tidak)
2. Jika ada Sebutkan Nama Konsultan:

3. Tahun Pembuatan Dokumen Perencanaan:

VI. DAMPAK PEMBANGUNAN

cey s

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi

Meterai

NIP. ...

Tembusan:

Gubernur ...
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Form 3. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... (sebutkan
nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan ... (sebutkan lokasi
pelabuhan perikanan) yang dibangun/direhabilitasi melalui anggaran
DAK berupa ...

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ceey eee

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi

Meterai

NIP. ...

Tembusan:

Gubernur ...
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Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Provinsi)

1.

Pengertian

Unit pembenihan adalah UPTD milik Dinas Provinsi yang

melaksanakan tugas teknis di bidang pembenihan air laut, air

payau, dan/atau air tawar.

Tujuan

a.

pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk
meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat
beroperasi secara optimal; dan

penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk,

pakan, dan peralatan pembenihan) yang menunjang produksi.

Persyaratan Umum

a.

pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan berdasarkan
kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prioritas
daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan
unit tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah
dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih

dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.

Persyaratan Nonteknis

a.

Dinas Provinsi sanggup menyediakan anggaran operasional,
pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat
pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi
sebagaimana tercantum dalam Form 4;

Dinas Provinsi menyampaikan data dukung berupa Term of
Reference (TOR), RAB, surat pernyataan tanggung jawab
sebagaimana tercantum dalam Form 5, dan data dukung

teknis lainnya;
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c. Dinas Provinsi menyampaikan data keragaan dan rencana
operasional unit pembenihan yang berisi profil UPTD: nama
dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan
sumber daya manusia, luas lahan, infrastruktur yang tersedia,
komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target
produksi benih, narahubung penanggung jawab sebagaimana
tercantum dalam Form 6; dan

d. Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap
empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat: rincian
kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan
(output), target dan capaian produksi benih per komoditas,
pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah

pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

Persyaratan Teknis

Persyaratan  teknis  pembangunan/rehabilitasi  unit
pembenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan
bangunan:

a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah
(terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta
aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi wunit
pembenihan dapat dikonsultasikan dengan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya; dan

b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti
tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan
alami, unit produksi pakan buatan, dan laboratorium

kesehatan ikan dan lingkungan.

Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan
Pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pembenihan
kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
1) rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon
induk/pakan alami/tandon;
2) rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery;

3) rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
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- 025.-

pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan
limbah;

rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang (mes teknisi dan

kantor balai benih) untuk daerah bencana;

penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk dan

pakan calon benih:

a)

penyediaan calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil
tangkapan alam dan/atau hasil selective breeding yang
dihasilkan oleh wunit pembenihan yang melakukan
kegiatan pemuliaan baik milik pemerintah maupun
swasta sebagai produsen calon induk sesuai Standar

Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan administrasi pengadaan calon induk
adalah sebagai berikut:

(1) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari
alam, ditandatangani oleh kepala dinas kelautan dan
perikanan;

(2) surat keterangan asal calon induk berasal dari unit
pembenihan milik pemerintah atau swasta sebagai
produsen calon induk, yang berisi sumber dan asal-
usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan,
serta informasi keturunan induk, yang terdiri atas
deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;

(3) surat kesehatan ikan (certificate of health) dari
karantina ikan dan/atau dari laboratorium
kesehatan ikan yang terakreditasi;

(4) standar operasional prosedur pemeliharaan calon
induk mengacu pada protokol dan calon induk dari
lembaga pemuliaan ikan; dan

(5) dokumen pengiriman calon induk dan induk ikan.

penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk
pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad
dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan
segar dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian.

Penyediaan pakan buatan diperuntukan bagi operasional
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unit pembenihan dengan kandungan protein minimal

35% (tiga puluh lima persen).

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah
jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon
induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya atau sesuai dengan SNI.

c) penyediaan pakan benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan
benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan
pakan alami berupa artemia, dapnia, moina, cacing
sutera, dan lain-lain yang bebas penyakit dan pakan
buatan yang terdaftar di Kementerian.

sarana produksi pakan alami (cacing sutera dan magot)

Pakan alami adalah organisme hidup atau mati baik
tumbuhan atau hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan.
Kegiatan penyediaan pakan alami di unit pembenihan adalah
kegiatan budidaya pakan alami berupa cacing sutera (Tubifex
sp) dan/atau magot (larva serangga Black Soldier Fly, Hermetia
illucens), dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan alami
bagi kegiatan pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan di
unit pembenihan. Teknologi budidaya cacing sutera yang
diterapkan adalah  pemeliharaan sistem = bertingkat
(apartemen), sedangkan untuk magot adalah teknologi
sederhana skala kecil dengan kapasitas olah sampah < 300 kg
(kurang dari tiga ratus kilogram) per hari.

a) tujuan penyediaan pakan alami yaitu:

(1) memenuhi kebutuhan pakan alami berupa cacing
sutera dan/atau magot bagi kegiatan pembenihan
dan budidaya ikan di unit pembenihan dan bagi
pelaku usaha di wilayahnya;

(2) sarana percontohan budidaya cacing sutera sistem
bertingkat, beton, dan magot bagi pelaku usaha
pembenihan dan budidaya di daerahnya;

(3) mengurangi kebergantungan penggunaan pakan
pabrikan, baik di kegiatan pembenihan maupun di

pembesaran ikan.
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Persyaratan teknis penyediaan pakan alami yaitu:

(1)

(2)

(3)

budidaya cacing sutera

(2)

(b)

(©)
(d)

(e)

mudah mendapatkan benih/indukan cacing
sutera (Tubifex sp);

tersedia lahan minimal 25 m? (dua puluh lima
meter persegi);

tersedia sumber air tawar untuk pemeliharaan;
tersedia sumber energi listrik; dan

dekat dengan kawasan pembenihan di

masyarakat.

budidaya magot

()
(b)

(©)

(d)
(e)
()

mudah mendapatkan telur/indukan magot;
tersedia limbah sampah organik;

tersedia lahan minimal 100 m? (seratus meter
persegi);

tersedia sumber air tawar;

tersedia sumber energi listrik; dan

dekat dengan kawasan budidaya ikan di

masyarakat.

komponen dan spesifikasi:

(a) budidaya cacing sutera (Tubifex sp) sistem
bertingkat
i. komponen
No. Komponen Volume | Satuan
1 | Modul apartemen 1 paket
Lantai rabat 25 m?2
3 | Instalasi pompa dan pipa 1 paket
resirkulasi air
4 | Instalasi bak resirkulasi 1 paket
5 | Bak penampungan panen 1 paket
6 | Alat perikanan 1 paket
7 | Persiapan media 1 paket
8 | Bibit cacing sutra 32 liter
9 | Bahan pakan fermentasi 1 paket
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Gambar 1. Contoh Modul Apartemen Cacing Sutra (Tubifex sp)

ii. spesifikasi

No. Komponen Volume Satuan

1 | a. Modul Apartemen

- Besi siku 5x5 cm 24 batang
- Besi siku 4x4 cm 6 batang
- Pengelasan rangka 1 unit
- Pengecatan rangka 1 unit
b. Bak Budidaya berbahan 56 lembar
baku kayu
c. Terpal Orchide 56 m?2
2 | a. Lantai rabat 25 m?
b. Cor LS 0,09 m3

3 | Instalasi Pompa dan Pipa

Resirkulasi Air

- Pompa 50 watt 1 unit
- Pipa PVC 1” tipe AW 7 batang
- Pipa PVC 2” tipe AW 2 batang
- Elbow PVC 1”7 8 buah
- Tee PVC 1”7 13 buah
- Dop PVC 1”7 26 buah

- Elbow PVC 2” 2 buah
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No. Komponen Volume Satuan
- Tee PVC 2” 3 buah
- Elbow PVC 3” 3 buah
- Tee PVC 3” 1 buah
- Instalasi kabel 5 meter
4 | Instalasi Bak Resirkulasi
- Gali dan urug tanah 1,20 M3 1 unit
- Bata merah utk dinding 1:3 4,5 m?
- Lantai beton 1:2:3t 10 cm 0,20 ms3
- Plesteran+acian 1:3 5,70 m?2
S5 | Bak Penampungan Panen 1 paket
Kapasitas 130 L
6 | Alat Perikanan
- Paranet 10 meter
- Ember plastik volume 10 It 1 buah
- Ember plastik volume 20 1t 1 buah
- Skopnet halus 20x20 cm 2 buah
- Baskom plastik 5 1t (ukuran 2 buah
M)
- Baskom plastik 20 1t 1 buah
- Gayung plastik 1 buah
- Jolang grading ukuran Smm 1 buah
- Sarung tangan karet 2 pasang
- Tong 100 1t 2 buah
7 | Persiapan Media (20% total
media)
- Ampas tahu 400 kg
- Dedak 400 kg
- Limbah sayuran 200 kg
- Limbah ikan 200 kg
- Probiotik 10 1t
- Molase 90 1t
Bibit cacing sutra (Tubifex sp) 32 1t
Bahan pakan fermentasi
- Ampas tahu 230,4 kg
- Dedak 230,4 kg
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No. Komponen Volume Satuan
- Limbah sayuran 115,2 kg
- Limbah ikan 115,2 kg
- Probiotik 9,6 It
- Molase 48 1t

(b) budidaya cacing sutera (Tubifex sp) di bak beton

i. komponen

No. Komponen Volume Satuan
1. | Pekerjaan Bak 1 paket
Pek. Instalasi 1 paket
3. | Pekerjaan atap 1 paket

& meter

4 meter

Tampak atas

——

Tampak samping

Gambar 2. Contoh Budidaya Cacing Sutera di Bak Beton

ii. contoh spesifikasi

No. Komponen Volume Satuan

1. | Pekerjaan Bak

- Pas. Bowplank 29,48 m?2
- Galian Tanah Pondasi 3,14 ms3
- Pas. Batu Kali Cp. 1:4 3,14 m3
- Cor lantait =7 cm 1,68 ms3
- Cor Klom Praktis 0,25 ms3

- Pas. 1/2 Bata Cp. 1:4 26,00 m?2
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No. Komponen Volume Satuan
- Plesteran Dinding dan Lantai 76,84 m?2
Cp. 1:3
- Acian dinding dan bak lantai 76,84 m?2
2. | Pek. Instalasi
Pas. Pipa 1" AW 12 m
Pas. Elbow 1" PVC 4 buah
Pas. Tee 1" PVC 10 buah
Kran Air 1" + Asesoris 12 buah
Pas. pipa tanam dan pipa 9,6 m
goyang d 2'
3. | Pekerjaan Atap
- Rangka konstruksi baja m 24
ringan C. 70.75
- Paranet m? 12
(c) budidaya magot
i. komponen
No. Komponen Volume | Satuan
1 Bangunan nonpermanen 1 paket
dilengkapi dengan bak
Sampah organik 1 paket
Peralatan budidaya magot 1 paket
Mesin pengolah sampah 1 unit
organik

ii. contoh spesifikasi

No. Komponen Volume | Satuan
1 | Bangunan Nonpermanen
- Ukuran bangunan 10x10 m 1 unit
- Bak kayu ukuran 4x2x0,5 m unit
- Terpal ukuran 4x2x0,5 m unit
2 | Peralatan Budidaya Magot
- Ember volume 20 Itr buah
- Baskom besar buah
- Gerobak dorong buah
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No. Komponen Volume | Satuan
- Sekop 2 buah
- Cangkul 2 buah
- Saringan Aluminium S buah
- Karung plastik 100 lembar
- Plastik ukuran 2 kg 2 kg
- Papan nama 1 unit
- Tong plastik 10 buah
- Timbangan kapasitas 500 kg 1 buah

3 | Sampah organik

- Sampah organik 300 kg
- Probiotik 12 liter
- Bungkil kelapa sawit 250 kg
Mesin pengolah sampah 1 unit
Mesin penepung 1 unit

t 2 I
5 )
|

— oL J

A, DENAH BAK MAGGOT

Gambar 3. Contoh Denah Percontohan Budidaya Magot
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Form 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan

Unit Kerja

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) ... melalui dana DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan
ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... sanggup:
1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
UPTD pembenihan melalui dana APBD; dan
2. menyediakan sumber daya manusia/staf pengelola yang kompeten untuk

operasional UPTD pembenihan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

veey oo. 2000,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi
Meterai

NIP. ...
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Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (kegiatan UPTD Provinsi)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan

Unit Kerja

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Bidang Kelautan dan Perikanan 2022 pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi unit

pembenihan kewenangan pemerintah provinsi dengan ini menyatakan dan bertanggung

jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1.

bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang
diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;

perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan,
dan dapat dipertanggungjawabkan;

usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti dan diperiksa kesesuaian dan
kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan; dan

dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan

telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
ey .20,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Meterai

NIP. ...
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Form 6. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PEMBENIHAN

PROVINSI ...
[. Data Umum UPTD Pembenihan
Nama UPTD
Alamat

Koordinat Lokasi :

Toal Luas Lahan : ... Hektare
(terbangun: ... hektare, potensi pengembangan: ...
hektare)

Penanggung jawab: ... (Nama dan nomor HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:
Jumlah SDM :...orang
Rincian SDM Pengelola :

No Nama Jabatan Status (PNS/Non-PNS)

1 Penanggung jawab/ ...

2 Bagian/divisi ...

3

dst

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan /Mesin yang Tersedia

No Nama Sarpras Tahun* Kondisi**

1

3

dst

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

**) Keterangan layak operasional/rusak



IV. Kapasitas Produksi Benih
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Realisasi 2021 Rencana
Kapasitas Produksi
No Komoditas ) (ekor/tahun) (ekor /tahun) 2022
(ekor/siklus/tahun)
2020 Target | Realisasi | (ekor/tahun)
1
2
dst
vy .. 20000

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi

NIP. ...
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C. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat
1. Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
a. Pengertian
Gudang garam rakyat adalah sarana untuk menyimpan
garam dengan baik agar dapat digunakan sebagai bahan baku
ataupun dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam
maksimal 100 (seratus) ton.
b. Tuyjuan
Revitalisasi gudang garam rakyat bertujuan untuk

revitalisasi gudang garam rakyat dengan ukuran maksimal 100

(seratus) ton agar konstruksinya lebih kuat dan tidak bocor

untuk menjaga komoditas garam dari kerusakan, penyusutan,

dan penurunan mutu selama penyimpanan di gudang dalam
jangka waktu tertentu.
c. Persyaratan umum

1) gudang garam rakyat yang akan direvitalisasi berada di
kawasan sentra garam atau memiliki aktivitas produksi
garam,;

2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;

3) gudang garam rakyat berada di atas tanah milik
perorangan yang statusnya clean and clear yang
dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan;

4) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro
Perencanaan Kementerian dan ditembuskan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
berupa proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis
lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta
data calon penerima bantuannya); dan

5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan
output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat
pernyatan tanggung jawab atas pemanfaatan output
kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang
Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam
Form 7.

d. Persyaratan dan spesifikasi teknis
Persyaratan dan spesifikasi teknis sebagaimana berikut:

1) lokasi gudang:



2)
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a) daerah aman dari banjir dan longsor;

b) minimal terletak 200 m (dua ratus meter) dari pabrik
bahan kimia berbahaya atau gudang bahan kimia
berbahaya, dan/atau tempat pembuangan
sampah/limbah kimia;

c) terpisah dengan bangunan lain sehingga keamanan
dan keselamatan komoditas garam yang disimpan
lebih terjamin; dan

d) tidak terletak pada bekas tempat pembuangan
sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia.

Konstruksi dan bahan bangunan:

a) struktur bangunan gudang: material terbuat dari
kayu dan/atau beton;

b) atap gudang: kuat dan tidak bocor;

c) dinding bangunan: kayu dan/atau tembok terplester;

d) lantai: beton; dan

e) pintu: kayu atau pelat besi dilapisi dengan material

nonkorosif.

2. Rumah Tunnel Garam

a. Pengertian

Rumah tunnel garam adalah sebuah sarana yang

digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam

dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran

kemudian ditutup dengan plastik Ultraviolet (UV).

b. Tuyjuan

Tujuan rumah tunnel garam merupakan salah satu

sarana untuk tetap dapat memproduksi garam saat musim

kemarau basah.

c. Persyaratan umum

1)

2)

dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi
pergaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian
lokasi garam;

dibangun di atas tanah milik perorangan/koperasi/
badan usaha milik desa yang statusnya clean and clear
(dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat

perjanjian yang dalam akta notaris) atau tanah
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pemerintah daerah;

3) telah menyusun analisis kelayakan usahanya;

4) Dinas Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro
Perencanaan Kementerian dan ditembuskan kepada
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
berupa proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis
lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta
data calon penerima bantuannya); dan

5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan
output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat
pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output
kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang

Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam

Form 7.
d. Persyaratan dan spesifikasi teknis
1) penataan lahan disesuaikan dengan kondisi yang ada;
2) 1 set tunnel terdiri atas 10-14 unit tunnel garam;
3) spesifikasi minimal untuk tunnel garam adalah
sebagaimana contoh gambar berikut:
</
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Gambar 4. Spesifikasi minimal untuk tunnel garam
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Gambar 5. Spesifikasi minimal untuk tunnel garam
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PERSPEKTIF TUNNEL

3.

Gambar 6. Perspektif untuk tunnel garam

Integrasi pegaraman

a.

Pengertian
Integrasi pegaraman adalah penyatuan lahan garam
yang dimiliki paling sedikit oleh 2 (dua) orang petambak dalam
satu proses produksi, mulai dari bosem, peminihan, brine tank,
dan meja kristalisasi dalam kesatuan hamparan yang utuh
tanpa mengubah batas kepemilikan.
Tujuan
Tujuan integrasi pegaraman untuk memperluas
penampang permukaan air sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi garam
serta efisiensi biaya produksi.
Persyaratan umum
1) dibangun di kawasan sentra garam atau memiliki potensi
pegaraman berdasarkan hasil penilaian kesesuaian lokasi
garam; dan
2) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan
output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat
pernyatan tanggung jawab atas pemanfaatan output
kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Fisik Bidang
Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam

Form 7.
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Persyaratan dan spesifikasi teknis

1)

S)

6)

integrasi pegaraman dilaksanakan pada lahan garam

dengan luasan 8-15 (delapan sampai dengan lima belas)

hektare;

kepemilikan lahan yang akan diintegrasikan paling sedikit

dimiliki oleh 2 (dua) orang;

bantuan diprioritaskan bagi koperasi dan/atau badan

usaha milik desa yang bersedia dan berkomitmen untuk

melakukan proses produksi dan/atau pemasaran garam

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

bersedia mematuhi ketentuan cara produksi garam yang

baik dan dibuktikan dalam surat pernyataan

kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Form 8;

Dinas Provinsi menyampaikan data dukung kepada Biro

Perencanaan Kementerian dan ditembuskan kepada

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

berupa proposal, TOR, RAB, dan data dukung teknis

lainnya (memuat informasi lokasi, titik koordinat, beserta

data calon penerima bantuannya);

bantuan integrasi pegaraman terdiri atas:

a) perbaikan saluran tambak;

b) pembuatan tandon;

c) pembuatan meja evaporasi;

d) pembuatan brine tank;

e) pembuatan meja kristalisasi;

f) geomembran;

g) pembuatan jalan/jembatan produksi;

h) bak pencucian;

i)  turap;

j) baumemeter; dan/atau

k) pompa air dan peralatan/mesin lainnya yang relevan,
sesuai dengan kebutuhan integrasi pegaraman.

adapun pada saat perencanaan desain integrasi

pegaraman, masing-masing satuan kerja dapat

melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di
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